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MOTTO 
 
إوُحِلَْصَأف إُولََتتْقإ َنيِنِمْؤُْملإ َنِم ِنَاتَِفئاَط ْن
ِ
إَو  ٰىَرْخُْلْإ َىَلع اَمُهإَدْح
ِ
إ ْتََغب ْن
ِ
َاف  ۖاَمَُهْنَيب
إُولِتاََقف  ْتَءَاف ْن
ِ
َاف ۚ ِهَّ للإ ِرْمَأ َٰىل
ِ
إ َءيَِفت ٰىَّتَح يِغَْبت يِتَّ لإ  ۖ إوُطِسْقَأَو ِلْدَْعلِبِ اَمَُهْنَيب إوُحِلَْصَأف
 َهَّ للإ َّن
ِ
إ  َنيِطِسْقُْملإ ُّبُِحي. 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku 
adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. 
(Q.S. Al-Hujarat Ayat 9) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
x 
 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xi 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
xiii 
 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 م ام وح ّملوسرلاإ د  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر هللدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل هللا نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
 Nurul Muttaqin, NIM:152121060, “ Efektifitas Mediasi Hakim Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sukoharjo Pasca 
PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. 
 Prosedur Mediasi merupakan usaha MA dalam mengurangi penumpukan 
masalah di Pengadilan, akan tetapi mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan 
Agama Sukoharjo tiga tahun terahir diketahui belum ada yang berhasil. Karena 
itulah penulis mangangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetehui kesesuaian 
pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Faktor 
penghambat keberhasilan mediasi sengketa waris serta untuk mengetahui 
keefektifan mediasi dalam sengketa waris. 
 Metode yang digunakan adalah memakai pendekatan yuridis empiris yakni 
digunakan untuk memperoleh kejelasan atau memperjelas antara teori dengan 
praktek, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung dari 
lapangan yang akan diteliti. Sumber yang didapat berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan 
hakim mediator sengketa waris dan data sekunder adalah diperoleh dari buku-
buku atau dokumen resmi berupa buku register mediasi di Pengadilan Agama 
Sukoharjo dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 
 Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan mediasi 
sengketa waris di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah dilaksanakan sesuai dengan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 namun dalam hal keberhasilan mediasi tiga tahun 
terahir belum ada yang berhasil karena beberapa faktor penghambat yang dihadapi 
oleh Hakim mediator dalam menjalankan mediasi yakni: 1) Karakter Para Pihak. 
2) Minimnya Pengetahuan Masyarakat mengenai Pembagian warisan. 3) Para 
Pihak tidak menginginkan proses Mediasi. 4) Salah satu pihak tidak menghadiri 
persidangan. 5) Salah satu pihak tidak beritikad baik.karena itulah maka mediasi 
sengketa waris di Pengadilan Agama sukoharjo belum berjalan maksimal. 
  
Kata kunci: Efektif, Mediasi Hakim, Sengketa Waris, Pengadilan Agama 
Sukoharjo. 
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ABSTRACT 
 
 
Nurul Muttaqin, NIM:152121060, “ Efektifitas Mediasi Hakim Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sukoharjo Pasca 
PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. 
The Mediation Procedure is an attempt by the Supreme Court to reduce the 
accumulation of problems in the Court, but the mediation in the inheritance 
dispute in the Sukoharjo Religious Court in the last three years is known that no 
one has succeeded. That's why the author picked up this title with the aim to 
determine the suitability of the implementation of mediation in inheritance 
disputes based on PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures in 
Courts, Obstacles to the success of inheritance dispute mediation and to determine 
the effectiveness of mediation in inheritance disputes. 
The method used is using an empirical juridical approach that is used to 
obtain clarity or clarify between theory and practice, namely by collecting data 
directly from the field to be studied. The sources obtained are primary data and 
secondary data. Primary data is data obtained through interviews with mediator 
judges of inheritance disputes and secondary data obtained from books or official 
documents in the form of a mediation register in the Sukoharjo Religious Court 
from 2016 to 2018. 
The results of the study can be seen that the implementation of the 
inheritance dispute mediation in the Sukoharjo Religious Court was carried out in 
accordance with PERMA No. 1 of 2016 but in terms of the success of mediation 
in the last three years no one has succeeded because of several inhibiting factors 
faced by the mediator Judge in carrying out mediation namely: 1) Character of the 
Parties. 2) The lack of public knowledge regarding the distribution of inheritance. 
3) The Parties do not want the Mediation process. 4) One of the parties did not 
attend the trial. 5) One of the parties is not in good faith. that is why the mediation 
of the inheritance dispute in the Sukoharjo Religious Court has not run optimally. 
 
Keywords: Effective, Mediation Judge, Waris Dispute, Sukoharjo Religious 
Court. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat 
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. manusia berinteraksi dengan 
manusia lainnya. Pergaulan atau hubungan antar masyarakat merupakan 
interaksi antar mausia dengan kelompok manusia yang saling tergantung 
dan membutuhkan. Dalam hal ini hubungan antar manusia membutuhkan 
sebuah aturan yang diharapkan dapat mengatur kepentingan dan 
menghormati hak orang lain. Oleh karenanya dibentuklah suatu aturan 
hukum untuk dapat dipatuhi dan ditegakkan apabila terjadi sengketa guna 
menyelesaikan sengketa tersebut. 
 Indonesia merupakan Negara Hukum yang tunduk kepada The 
Rule Of Law, dimana kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksanaan 
kekuasaan Kehakiman yang berperan sebagai penyelesai perkara dalam 
hal sengketa atau pelanggaran hukum untuk ketertiban masyarakat.1 dalam 
hal ini peradilan juga dapat dimaknai sebagai tempat terakhir untuk 
mencari kedailan. 
 Dalam menyelesaikan perkara terutama dalam perkara perdata. 
Proses beracara secara perdata dapat dilakukan di Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Negeri. Untuk Pengadilan Agama Mengenai masalah Perdata 
yang pada umumnya diakukan oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan 
                                                          
       1M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. VII ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.229 
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dalam Undang-undang Peradilan Agama yang menjelaskan Wewenang 
Peradilan Agama meliputi Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 
Zakat Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari`ah.2 Dalam penelitian ini 
penulis terfokus hanya pada perkara sengketa waris saja. 
 Dalam praktik pelaksanaan beracara di pengadilan,  hal yang 
dihadapi saat ini adalah kurang efektifnya peradilan dalam sistem 
peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang teramat lama, 
mulai tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dalam hal 
ini dilihat sisi lain dari masyarakat pencari keadilan membutuhkan 
penyelesaian perkara yang lebi baik lagi. 
 Untuk itu dalam mengatasi problematika sistem peradilan yang 
dinilai kurang efisien dan terkesan memiliki proses penyelesaian perkara 
yang membutuhkan waktu yang cukup lama maka peradilan indonesia 
muncul alternatif penyelesaian perkara dengan jalan damai atau dalam 
istilah peradilan disebut dengan Mediasi. 
 Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan apabila  kedua 
belah pihak menghadiri maka hakim harus berusaha mendamaikan 
mereka.(Ps. 130 HIR, 1 Rbg. Pada saat itulah hakim dapat berperan aktif 
sebagaimana dikehendaki oleh HIR untuk keperluan perdamaian, 
kemudian sidang diundur untuk mengadakan perdamaian. Pada hari sidang 
berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, maka 
disampaikanlah pada hakim persidangan hasil perdamaiannya, yang 
                                                          
       2UU No. 50  Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama 
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lazimnya berupa surat perjanjian dibawah tangan yang ditulis diatas kertas 
bermaterai.3 
 Berdasarkan adanya perdamaian anatara para pihak itu maka hakim 
menjatuhkan putusan (Acta Van Vergelijk) yang isinya menghukum kedua 
belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara 
mereka, adapun kekuatan putusan Perdamaian ini sama dengan putusan 
biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainya. Hanya saja 
dalam hal ini, banding tidak dimungkinakan. Usaha damai ini terbuka 
sepanjang pemeriksaaan di Persidangan.4 
 Mediasi berasal dari bahasa Inggris yakni “mediation”yang artinya 
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah 
atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya 
dinamakan dengan “Mediator” atau orang yang menjadi penengah.5 
Prosedur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
Nomor 1 Tahun 2016. 
 Dalam hal terjadi sengketa antar pihak, terkadang para pihak 
melakukan upaya perdamaian baik perkarayang belum maupun yang 
sedang diproses dimuka persidangan, untuk meghindari proses beracara di 
Pengadilan yang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Dalam hal 
ini kedua belah pihak sama-sama mengedepankan kejernihan hati untuk 
                                                          
       3Fence M. Wantu, Muthia Cherawati Talib, Suwinto Y. Imran, Cara Cepat Belajar Hukum 
Acara Perdata, Cetakan pertama April 2010 hlm. 106 
       4Burhanudin Hasan dan Harinanto Sugiono, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, 
(Bogor: Ghalia Indonesia,2015), hlm. 70 
       5Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2013), hlm. 95. 
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benar-benar memperoleh penyelesaian dengan kesepakatan, dan tidak 
menonjolkan argumentasi-argumentasi yang hanya berpatokan kepada 
perundang-undangan yang kaku, serta berdasarkan kebenarannya sendiri 
sehingga dapat dikatakan para pihak sama-sama menang.6 
 Dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 
dijelaskan bahwa “Semua sengketa Perdata yang diajukan ke pengadilan 
termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak 
berperkara maupun pihak ketiga terhadap putusan yang yang telah 
berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu melalui mediasi, kecuali 
ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini”.7 
 Meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktik 
peradilan usaha perdamaian para pihak yang berperkara tidak dilaksanakan 
oleh para hakim secara optimal didalam sidang pengadilan.8 
 Sebagaimana dijelaskan diatas menculnya alternatif peyelesaian 
sengketa melalui mediasi bertujuan untuk mengatasi problematika sistem 
peradilan yang dinilai kurang efektif. Hal ini selaras dengan hasil 
penelitian IICT (Indonesian Institute For Conflict Transformation) pada 
tahun 2014, tingkat keberhasilan Mediasi terutama pada pengadilan umum 
dan pengadilan Agama hanya berkisaran sekitar 4 persen saja dari jumlah 
                                                          
       6Soerso, Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011), hlm. 116. 
       7PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
       8Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 
Prenamedia Group, 2016),hlm 161 
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perkara yang diterima atau terdaftar di pengadilan tingkat pertama.9 
Perubahan PERMA Mediasi ini merupakan perubahan ketiga dari PERMA 
sebelumnya.10 
 Begitu juga dengan yang terjadi di pengadilan Agama Sukoharjo 
yakni kurang efektifnya sistim penyelesaian sengketa terutama pada 
perkara waris karena pada tiga tahun terahir setelah diterbitkannya 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diketahui belum ada perkara sengketa 
waris bisa  diselesaikan melalui mediasi hakim.  
 Sejak tiga tahun terahhir (2016-2018) yakni ada 35 perkara gugat 
waris yang masuk dan yang dimediasi hanya 5 perkara saja dengan Nomor 
Perkara: Pertama,Perkara (0514/Pdt.G/2016/PA.Skh), Kedua, 
Perkara(924//Pdt.G/2016/PA.Skh),Ketiga,Perkara(199//Pdt.G/2017/PA.Sk
h),Keempat,Perkara (111/Pdt.G/2018/PA.Skh), kelima,Perkara 
(735/Pdt.G/2018/PA.Skh). dari kelima perkara yang dimediasi tersebut, 
semuanya belum ada yang berhasil.  
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memberikan 
suatu pemahaman suatu hal yang perlu diangkat menjadi sebuah riset atau 
penelitian dengan judul “EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DALAM 
MENYELESAKAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA 
                                                          
       9Arif Muslimin, “Efektifitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus DI Pengadilan Agama Kelas -A Semarang)” 
Skripsiditerbitkan, Jurusan Syariah UIN Walisongo. Semarang. 2017.Skripsi. hlm. 6. 
       10 Kongres Advokat Indonesia, Mahkamah Agung  terbitkan Prosedur mediasi terbaru,dikutip 
dari https://www.kai.or.id/berita/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasi-terbaru.html, 
diakses pada tanggal 16 Agustus 2018 
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SUKOHARJO PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 
PROSEDUR MEDIASI DI PEGADILAN” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Penerapan  prosedur Mediasi dalam menyelesaikan 
sengketa waris di Pengadilan Agama Sukoharjo pasca ditetapkannya 
PERMA No. 1 Tahun 2016 ? 
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan Mediasi 
Hakim dalam menyelesaikan perkara gugat waris di pengadilan 
Agama Sukoharjo Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur 
mediasi? 
3. Efektifkah mediasi hakim dalam menyelesaikan sengketra waris di 
Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan  PERMA No. 1 Tahun 
2016 di Pengadilan? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yakni: 
1. Mengetahui seperti apa penerapan mediasi di pengadilan Agama 
Sukoharjo Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
2. Mengetahui faktor yang menghambat berhasilnya mediasi di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. 
3. Untuk mengetahui keefektifan prosedur mediasi Pasca PERMA No. 1 
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama 
Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu yang  
bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah Ilmu Pengetahuan, 
khususnya yang berkaitan dengan Mediasi Hakim dalam 
menyelesaikan sengketa waris. 
b. Sebagai sumbangan hasil pemikiran dan masukan untuk peneliti 
berikutnya, serta sumbangan terhadap perkembangan ilmu 
Hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya di 
pengadilan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi masyarakat 
 Menjadi wawasan atau pemahaman mengenai 
pengintegrasian proses mediasi dalam penyelesaian perkara di 
pengadilan agama. 
b. Bagi peneliti selanjutnya 
 Dapat meningkatkan tambahan wawasan ilmu yang belum 
menjadi informasi yang berfungsi untuk peneliti yang selanjutnya 
dimana mungkin tema peneliti selanjutnya berkaitan dengan hasil 
penelitian ini. 
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E. Kerangka Teori 
Secara etimologi kata Efektifitas berasal dari kata efektif dalam 
bahasa Inggris effective, yang artinya berhasil dan ditaati. Dalam kamus 
Besar Bahasa Indonesia efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil 
guna tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang 
Undang-Undang peraturan.11 
Sedangkan secara Terminologi para pakar hukum dan Sosiologi 
Hukum memberikan pendekatan mengenai makna efektifitas sebuah 
hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soejono 
Soekanto sebagaimana dikutip dari Nurul Hakim berbicara mengenai 
derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan 
warga masyarakat terhadap Hukum, termasuk para penegak hukumnya, 
sehingga dikenal asumsi bahwa “ Taraf kepatuhan hukum yang tinggi 
merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum”. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas 
adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat 
tercapaisemakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula 
kegiatan tersebut, sehingga efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat 
keberhasilan yang dapat dicapai dari usaha tertentu sesuai dengan tujuan. 
Istilah teori efektifitas hukum berasal dari bahasa Inggris yakni 
effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan 
                                                          
       11John M Echols dan Hassan Shadily, Kamusinggris Indonesia, cet XXIII, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama,1996),hlm.207. 
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effectivieteit van de jurische theorie, bahasa jerman yaitu wirkssamkeit der 
rechtlichen theorie.12 
Secara konsepsional, intisari dari penegakan hukum yakni 
bagaimana terjadinya keselarasan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan 
dalam kaidah-kaidah hukum dapat mengejawatan dalam jiwa masyarakat 
sehingga tercipta kedamaian, ketentraman,dan ketertiban. 
Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Sorjono Soekanto 
menilai bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang diatur 
oleh kaidah hukum yang tidak ketat, tetapi memiliki unsur-unsur penilaian 
pribadi .13 
Permasalahan dalam penegakan Hukum dapat saja terjadi seperti 
gangguan-gangguan terhadap aparat penegak hukum, yakni apabila terjadi 
ketidakseimbangan antara nilai, kaidah, dan perilaku dalam masyarakat, 
sehingga dapat dikatakan bahwa penegak hukum bukan semata-mata 
pelaksanaan undang-undang saja, meski dalam kenyataannya, Indonesia 
cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam 
pergaulan hidup bila pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata 
malah menyulitkan masyarakat. 
                                                          
       12 M. Rizal Abdul Majid, “Efektifitas Mediasi Hakim Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam 
Mernyelesaikan Perkara cerai Gugat”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam 
IAIN Surakarta, Surakarta, 2017hlm. 8. 
       13Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta:Raja 
Grafindo Persada,2007),hlm.7 
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Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:14 
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).  
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Dari Kelima Faktor yang menentukan efektif atau tidaknya 
hukum terdapat beberapa elemen yang terkandung didalamnya, 
Menurut Soerjono Soekanto15 adalah sebagai berikut: 
a. Elemen Pertama 
1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 
tertentu sudah cukup sistematis. 
2) Peraturan yang ada megenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudan cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 
pertentangan. 
3) Secara Kualitatif dan Kuantitatif peraturan-peraturan yang 
mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 
                                                          
      14 Ray Pratama Siadari, Teori Efektifitas Hukum,  dikutip dari www.academia.edu. Diakses 
pada 30 April 2018. 
      15Soerjono Soekanto, penegaka Hukum, (Bandung: Bima Cipta,1993), hlm. 80. 
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4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada 
b. Pada elemen kedua penentu efektif atau tidaknya kinerja hukum 
tertulis adalah aparat penegak hukum, masalah yang yang 
berpengaruh terhadap efektifitas hukum itu yakni: 
1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan 
yang ada. 
2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan 
kebijaksanaan. 
3) Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada Masyarakat. 
4) Sampai sejauhmana derajat sinkroisasi penugaan-penugasan 
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-
batas yang tegas pada wewenangnya 
c. Pada elemen ketiga, adalah ketersediaan fasilitas yang berwujud 
sarana prasarana aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. 
Sehubungan dengan sarana prasarana ini harus memberikan 
kontribusi untuk kelancaran tugas para aparat di lokasi kerjanya. 
Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 
2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 
memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 
3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi 
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4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki  
5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya 
6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu 
ditingkatkan lagi fungsinya. 
d. Pada elemen keempat pengukur efektifitas yang tergantung pada 
kondisi masyarakat, yakni: 
1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan itu baik.  
2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 
walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat 
berwibawa.  
3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik 
petugas atau aparat berwibawa. 
 Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang 
sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia 
sebab setiap manusia akan mengalami sebuah peristiwa hukum yang 
dinamakan kematian.Menurut H.M Idris Ramulyo Hukum Waris 
merupakan himpunan aturan hukum yang mengatur siapa ahli waris atau 
badan hukum yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana 
kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing 
masing secara adil dan sempurna. Menurut Gregor Van der Burght, 
“Hukum Waris merupakan aturan himpunan yang mengatur akibat-akibat 
hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang 
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ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum 
yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam 
hubungan dan perimbangan diantara mereka satu sama lain maupun 
dengan pihak ketiga.16 
Dalam pelaksanaan kewarisan pada masyarakat tidak jarang terjadi 
sebuah perebutan atau sengketa waris, yang biasanya dikarenakan 
ketidakfahaman seseorang terhadap cara pembagian warisan, bahkan 
terkadang juga dikarenakan keserakahan oleh salah satu ahli waris dalam 
pembagian warisan.Sengketa waris pertikaian atau perselisihan yang 
terjadi antara dua pihak yakni sengketa yang terjadi antar dalam ikatan 
keluarga. Biasanya sengketa waris sebelum masuk pada pengadilan sudah 
dilakukan upaya penyelesaian lingkup keluarga bahkan pada lingkup 
desa, akan tetapi setelah semua itu dilakukan ternyata masih belum bisa 
berhasil juga sehingga sengketa waris masuk pengadilan. Dan di 
pengadilan Agama pun juga dilakukan upaya damai atau mediasi sebelum 
masuk ke proses persidangan.17 
Mediasi merupakan istilah yang lazim digunakan dalam 
penyelesaian sengketa, baik itu sengketa bisnis, sengketa vertikal maupun 
horizontal, dan lain sebagainya. Mediasi juga diartikan sebagai sebuah 
proses penyelesaian sengketa berdasarkan atas kesukarelaan melalui 
sebuah perundingan. Adapun tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai 
                                                          
      16Maman Suparman,Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika,2015) hlm 7-10 
      17Wawancara dengan Muhlishoh, Salah satu Hakim mediator di Pengadilan AgamaSukoharjo, 
4 Maret 2019. 
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atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang 
bersangkutan. Secara umum mediasi merupakan sebuah proses negosiasi 
dalam pemecahan suatu masalah ketika pihak luar dalam hal ini pihak 
ketiga yaitu sebagai mediator membantu para pihak yang berperkara 
untuk memperolehkesepakatan atas sengketa yang terjadi antara mereka.18 
F. Tinjauan Pustaka 
 Sejauh penulis ketahui, penelitian ini belum pernah dilakukan 
sebelumnya,ada beberapa yang pernah dilakukan namun hanya sama 
dalam kategori efektifitas mediasi saja, namuna hal tersebut hanya satu 
masalah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya memiliki 
ketidaksamaan dengan penelitian yang penulis lakukan peneitian sekarang. 
Diantara penelitian yang pernah dilakukan penelitian adalaha sebagai 
berikut ini:  
 Pertama,Penelitian dari saudara M. Rizal Abdul Majid NIM 
122121046. Konsentrasi Peradilan Agama,ditulis pada tahun 2017 di 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Judul Skripsi : “Efektifitas Mediasi 
Hakim di Pengadilan Agama Surakarta  Dalam menyelesaikan perkara 
Cerai Gugat” . Dalam hal ini peneliti hanya fokus membahas mengenai 
bagaimana keefektifan mediasi dalam perkara cerai gugat, dan pada 
penelitian tersebut juga berfokus pada PERMA No. 1Tahun 2008 Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
                                                          
      18Fitroin Jamilah, Strategi Penyelesaian Bisnis, (Yogyakarta:Medpres Digital, 2014) hlm67-
68. 
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 Kedua, penelitian dari saudara Irsyadul Ibad NIM 12210082 
konsentrasi Peradilan Agama, ditulis pada tahun 2017di Fakultas Syariah 
UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, Judul Skripsi: “Efektifitas 
Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2106 Dalam Kewajiban Beritikad baik 
pada Mediasi yang diwakilkan pada kuasa Hukum(Studi Lapangan di 
Pengadilan Agama depok). Penelitian ini fokus pada objek mediasi yakni 
mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukumya, dan berdasarkan pada 
PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana 
peran kuasa hukum dalam menjalankan tugasnya serta perannya dalam 
mediasi dalam perkara perceraian. 
 Ketiga,penelitian dariRachmat Rizki Aulawi, Konsentrasi 
Pengadilan Agama, ditulis pada tahun 2019 di Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Judul Skripsi: “ Efektivitas 
Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu. 
Penelitian ini mengukur keefektifan mediasi di Pengadilan Agama hanya 
pada perkara Perceraian. Dan pada skripsi ini mamaparkan mengenai 
tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara Perceraian berdasarkan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi pada pengadilan 
dengan mempresentasikan angka keberhasilan mediasi dan kegagalan 
mediasi. 
 Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian yang disebutkan diatas terfokus pada satu kasus saja dan beda 
tempat saja. Akan tetapi objek penelitian dari ketiganya adalah mediasi 
16 
 
 
 
berbeda dengan penelitian dari penelitian penulis yakni “ Efektivitas 
Mediasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan 
Agama Sukoharjo Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan”. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan. 
Penelitian lapangana pada dasarnya adalah metode untuk menemukan 
data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara 
intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu 
lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun 
sosial masyarakat.19 
Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yang 
dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis empiris, yaitu 
penelitian digunakan untuk memperoleh kejelasan atau memperjelas 
kesesuaian antara teori dan praktek.20 Dalam hal ini yakni 
menggunakan data primer mengenai penyelesaian Mediasi sengketa 
waris di Pengadilan Agama Sukoharjo sehingga dapt diketahuai 
penerapan dan keefektifan mediasi serta keefektifan mediasi pasca 
PERMA No. 1 Tahun 2016  di Pengadilan Agama Sukoharjo. 
2. Sumber Data 
                                                          
       19Sumali Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 23. 
       20Hardari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1993), hlm 54. 
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Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data  Primer 
 Yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 
wawancara terhadap hakim mediator yang pernah menangani 
sengketa waris di pengadilan Agama sukoharjo.  
b. Sumber data Sekunder 
 Yakni sumber data pustaka yang berisi penjelasan lebih 
lanjut mengenai sumber data primer yang masih ada keterkaitan 
dengan penelitian ini.21 Dalam hal ini yang dimaksud adalah data 
pustaka mediasi hakim khususnya mediasi perkara gugat waris, 
seperti register mediasi Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Tempat yang menjadi objek penelitian oleh penulis disini adalah di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. Pengadilan Agama Sukoharjo 
beralamatkan di Jl. Rajawali NO. 10, Mojolaban, Joho, Kec. 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57513. Dan Penelitian 
ini sudah dimulai sejak awal bulan Januari 2019. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti 
untuk mendapat informasi agar tercapai tujuan peneliti dengan 
melakukan secara langsung kelapangan atau terjun langsung 
kelapangan penelitian yang telah ditentukan dalam judul skripsi, 
                                                          
       21Bambang Waluya, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.51 
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yang kemudian metode ini dapat digunakan tehnik sebagai berikut 
ini: 
a. Observasi  
Observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang 
digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang 
dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek atau 
sekarang menjadi penelitian (Pengadilan Agama Sukoharjo ). 
Dalam hal ini penyusun melakukan observasi dengan tekninik 
observasi  non partisipan. 
Observasi non partisipan merupakan teknik observasi 
dimana observer (peneliti) tidak ikut di dalam kehidupan orang 
yang akan diobservasi dan terpisah kedudukan selaku pengamat. 
Dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja 
tanpa harus langsung terjun langsung ke lapangan. 
b. Wawancara  
Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan 
jalan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang 
bertahap-tahap secara fisik maupun non fisik. Dalam hal ini 
melalui orang atau sumber tertentu yang dapat dianggap atau 
dikatakan dapat memberikan data yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian.22yakni dengan para 
                                                          
       22Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr,i (Jakarta: Ghalia 
Indonesia,1990), hlm 54. 
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Hakim dan pihak yang berperkara di pengadilan Agama 
Sukoharjo. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data 
dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada 
Pengadilan Agama Surakarta yang berhubungan dengan 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-
dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah 
dalam peneliti.  
4. Teknik Analisis data 
Setelah beberapa data yag diperlukan sudah terkumpul maka 
langkah selanjutnya ialah melakukan analisis data. Dalam penulisan 
ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, analitis data yang 
dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan 
sekunder.23 Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif 
serta data yang penulis dapatkan dalam penelitian. 
 
F. Sistematika penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa sub berikut ini: 
Bab Pertama, yakni merupakan bagian dari pendahuluan yang 
memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat 
penelitian, studi pustaka, metode penelitian, serta sistimatika penulisan. 
                                                          
       23Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafindo, 2009, hlm. 107 
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Bab Kedua, Berisi mengenai mediasi secara umum, yakni 
pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, mediasi di dalam islam, prinsip-
prinsip mediasi mengenai prosedur dalam mediasi,fungsi mediator dan 
keahlian yang harus dimiliki mediator, tujuan dan manfaat mediasi. 
Bab Ketiga, menjelaskan profil Pengadilan Agama Sukoharjo, Visi 
dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo, menjelaskan cara mengajukan 
gugat waris, prosedur sengketa waris di Pengadilan Agama Sukoharjo, 
serta menjelaskan Faktor penghambat  keberhasilan Mediasi perkara gugat 
waris pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Bab Keempat, Menjelaskan pelaksanaan mediasi di Pengadilan 
Agama Sukoharjo serta melakakukan Analisis efektivitas mediasi dalam 
perkara gugat waris di Pengadilan Agama Sukoharjo pasca 
diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan.  
Bab Kelima, berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan 
juga  saran-saran. 
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   BAB II  
TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI 
A. Pengertian Mediasi 
Secara Etimologi, Istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, mediare 
yang artinya berada di tengah. Kata ini menunjuk pada peran yang 
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 
menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. Kata “berada 
ditengah” juga menunjukan arti mediator harus berada pada posisi yang netral 
dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu 
menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama agar 
terciptanya rasa kepercayaan diri para pihak yang bersengketa.24 
Sedangkan secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris 
mediation yang artinya perantara. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia) kata mediasi memiliki arti sebuah proses pengikutsertaan pihak 
ketiga dalam penyelesian suatu perselisian sebagai penasihat. 
Pengertian Mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 
pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 
                                                          
       24 Edi As`Adi, Hukum Acara perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2011), hlm 2. 
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proses perundingan dengan tujuan untuk mencari berbagai  kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan 
sebuah penyelesaian.25 Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai 
macam yakni sebagai berikut: 
1. Christhopher W. Mhore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi 
terhadap suatu sengketa  atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat 
diterima , tidak berpihak dan netral yang tidak memiliki kewenangan 
untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang 
bersengketa dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam 
penyelesaian permasalahan yang disegketakan.26 
2. Tolberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses 
dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara 
sistematis penyelesaian permasalahan yang disengketakan untuk mencari 
alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasikan 
kebutuhan mereka.27 
3. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Alternatif 
penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat 
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar 
                                                          
       25 Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
       26 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta: Gema 
Media, 2008, hlm 57, 
      27Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 
Prenamedia Group, 2016),hlm 187 
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pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli. 
4. Dalam peraturan Bank Indonesia / PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan 
sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk 
membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dan 
bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh 
permasalahan yang disengketakan.28 
Dari beberapa pengertian mediasi tersebut maka dapat diketahui 
unsur-unsur esensial dalam Mediasi yaitu:29 
a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan 
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus dari para pihak. 
b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak 
yaitu mediator. 
c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya 
membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian 
yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. 
 
 
                                                          
       28 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Telaga 
Ilmu Indonesia, 2009, hlm 24. 
       29 J. Tolberg and A. Taylor, Mediation: A comprehensive Guide to Resolving Conflict Without 
Ligitation, Kut. Wirhanudin, Mediasi Perspektif Hukum Islam , Semarang: Fatwa Publishing, 2014, 
hlm 26. 
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B. Dasar Hukum Mediasi 
Dasar Hukum dalam penerapan Mediasi di Indonesia yang merupakan 
salahsatu ADR (admiistrative Alternative Duspute Resolution) di Indonesia 
yaitu sebagai berikut: 
1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang mempunyai 
salah satu azas musyawarah untuk mufakat. 
2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana 
azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal yang terkandung 
didalamnya. 
3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  
yang diubah menjadi UU No. 4 Penjelasan Pasal 3 menyatakan “ 
Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau 
melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan 
“ ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian 
perkara perdata secara perdamaian”. 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39, 
UU Nomor 7  tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 
tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama 
pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan pasal 31 
dan KHI pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144. 
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5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang 
pemberdayaan Lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/1554 
Rbg. 
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
C. Mediasi dalam Islam 
1. Pengertian Tahkim (Mediasi) 
Tahap pertama yang harus diakukan oleh seorag hakim dalam 
menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mendamaikan atau 
mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. 
Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak yang bererkara adalah 
selaras dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar 
menyelesaikan perkara atau perselisihan antara manusia dengan manusia 
lain adalah sebaiknnya diselesaikan dengan jalan damai atau disebut 
dengan ishlah.30 
Yang disebut dengan tahkim dalam Islam adalah berlindungnya dua 
pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui 
juga rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan 
mereka, berlindungnya orang yang bersengketa kepada orang yang 
                                                          
       30Wirhaudin, Mediasi Perspektif Hukum Islam , (Semarang: Fatwa Publishing, 2009), hlm.40 
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disetujui dan mereka tunujuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau 
menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak.31 
Didalam Ensiklopedia Hukum Islam tahkim adalah berlindungnya 
dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan 
setujui serta rela menerima keputusanya untuk menyekesaikan 
persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada 
orang yang mereka tunjuk sebagai penengah untuk memutuskan atau 
menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka yang sedang 
bersengketa.32Dimana dalam Undang-undang disebut dengan mediasi. 
Tahkim di kenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang 
Nasrani apabila mengalami perselisihan diantara mereka mengajukan 
perselisihan tersebut kepada Paus untuk diselesaikan secara damai. 
Tahkim juga dilakuakan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya 
Agama Islam. Perselisihan yang terjadi diantara orang-orang tersebut 
diselesaikan menggunakan Lembaga Tahkim. Umumnya apabila terjadi 
perelisihan antara anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan 
yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Tetapi jika 
perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat 
dalam perselisihan yang mereka pilih untuk menjadi hakam. 
                                                          
       31Wirhaudin, Mediasi Perspektif Hukum Islam , (Semarang: Fatwa Publishing, 2009), hlm.87 
       32HM. Yakub, “Dakwah Mediasi: Perspektif Sejarah Islam,” Wardah, (Sumatera Utara) Vol. 18 
Nomor 2, 2009, hlm.138. 
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Pada masa Rasulullah SAW, juga telah menggunakan penyelesaian 
perselisihan dangan cara seperti itu. Ada beberapa peristiwa dimasa 
rasulullah dan para sahabat yang diselesaikan melalui lembaga tahkim. 
Diantara peristiwa tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Peristiwa tahkim pada saat pelaksanaan renovasi ka`bah. Ketika itu 
terjadi perselisihan antar masyarakat Arab untuk meletakkan kembali 
Batu hitam atau yang disebut dengan Hajar Aswad ketempat semula. 
Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormata bagi 
mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya 
mereka semua bersepakat bahwasannya siapa yang paling cepat 
bangn pada keesokan harinya, maka dia lah yang berhak mengangkat 
Hajar Aswad dan meletakkan kembali ketempat semula. Ternyata 
mereka serentak bangun pagi semua, sehingga tidak ada seorangpun 
diantara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka 
meminta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu belum 
diangkat menjadi Rasul, untuk menyelesaikan persoalan mereka. 
Dengan bijaksana Nabi Muhammad SAW membentangkan 
selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad diatasnya, lalu meminta 
wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang 
tersebut. Kebijakan Rasul tersebut disambut dan diterima denga baik 
oleh masing-masing pihak yang berselisih pada saat itu. 
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b. Perselisihan yeng terjadi di antara Al-Qamah dan Am bin Tufail yang 
memperebutkan jabatan sebagai kepala suku lain untuk diangkat 
sebagai hakam.  
2. Dasar Hukum Tahkim (Mediasi) dalam Islam 
Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya 
tahkim atau perdamaian telah tercantum dan dijelaskan didalam Al-
Qur`an, Hadits, dan juga ijma` para Ulama.  
a. Dasar tahkim didalam Al-Qur`an disebutkan dalam beberapa surah 
yakni sebagai berikut: 
1) Qs. An-Nisa` ayat;128 
 َخ ٌةَأَرْمإ ِن
ِ
إَو  ۚاًْحلُص اَمَُهْنَيب اَحِلُْصي ْنَأ اَمِهَْيَلع َحَانُج ََلَف اًضإَرْع
ِ
إ ْوَأ إًزوُُشن َاهِلَْعب ْنِم َْتفا
 َنُولَمَْعت اَمِب َناَك َهَّ للإ َّن
ِ
َاف إوُقََّتتَو إوُن ِ سُْحت ْن
ِ
إَو ۚ َّح ُّشلإ ُسُْفنَْلْإ ِتَرِضْحُأَو ۗ ٌْريَخ ُْحل ُّصلإَو 
إًريِبَخ. 
Artinya: 
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 
dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 
(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika 
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu 
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(dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.33 
 
2) Qs. Al-Hujurat ayat: 9 
 َف ٰىَرْخُْلْإ َىَلع اَمُهإَدْح
ِ
إ ْتََغب ْن
ِ
َاف  ۖاَمَُهْنَيب إوُحِلَْصَأف إُوَلَتتْقإ َنيِنِمْؤُْملإ َنِم ِنَاتَفِئاَط ْن
ِ
إَو يِتَّ لإ إُولِتَاق
إوُطِسْقَأَو ِلْدَْعلِبِ اَمَُهْنَيب إوُحِلَْصَأف ْتَءَاف ْن
ِ
َاف ۚ ِهَّ للإ ِرْمَأ َٰىل
ِ
إ َءيَِفت ٰىَّتَح يِغَْبتۖ  ُّبُِحي َهَّ للإ َّن
ِ
إ 
 َنيِطِسْقُْملإ. 
Artinya:  
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang 
satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 
melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 
perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 
menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil” 
3) Qs. An-Nisa` ayat: 114 
 َْريَخ َلَ ْنَمَو ۚ ِساَّنلإ َْنَيب ٍحَلَْص
ِ
إ ْوَأ ٍفوُرْعَم ْوَأ ٍَةقَدَصِب َرَمَأ ْنَم َّلَ
ِ
إ ْمُهإَوَْجن ْنِم ٍريِثَك يِف
اًميِظَع إًرْجَأ ِهيِتُْؤن َفْوََسف ِهَّ للإ ِتاَضْرَم َءَاغِْتبإ َكِل ََٰذ ْلَعَْفي. 
                                                          
       33Taufik Damas dan A. Zulfikar, Alquran Tafsir Per Kata, 2014 (Jakarta Timur: PT Suara Agung 
Jakarta), hlm 100 
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Artinya: 
 “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 
sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara 
manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 
keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang 
besar”.34 
b. Dalam As-sunah juga dijelaskan 
Dalam penyelesaian sengketa, Rasulullah SAW menganjurkan 
langkah pertama yang ditempuh adalah jalan damai, seperti disebutkan 
dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi: 
 
.امارح ّلحأ وأ لالاح مّرحاحلص ّلاا نيملسملا نيبزئاج حلصل ا مهطورش يلع نوملسملو ّلاإ 
.امارحوأ لالاح مرح اطورش 
Artinya: “Perdamaian adalah boleh antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang 
haram, dan kaum muslimin itu wajib konsisten pada syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan 
menghalakan yang haram.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.35 
3. Pengangkatan dan Syarat menjadi Mediator dalam Islam 
Mediator atau hakam dalam lembaga Tahkim terdiri dari satu 
orang atau lebih. Dalam hal ini Ulama` berbeda pendapat mengenai siapa 
yang mengangkat dan mengutus Hakam atau Mediator dalam sengketa 
                                                          
      34Taufik Damas dan A. Zulfikar, Alquran Tafsir Per Kata, 2014 (Jakarta Timur: PT Suara Agung 
Jakarta), hlm 100 
     35Muhammad Nashirudin Al-Bani, Shahih Sunan Tirmidzi, (Jakarta:Pustaka Azam, 2006), hlm. 
310. 
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syiqa`q. Madzhab Hanafi, Syafi`i dan Hanbali berpendapat bahwa 
berdasarkan ayat 35 surat An-Nisa` bahwa Hakam atau Mediator diangkat 
oleh keluarga pihak suami atau isteri, dan bukan bukan suami atau isteri 
secara langsung. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Wahbah Suhaili 
dan Sayyid Sabiq bahwa Hakam dapat diangkat oleh suami dan isteri  
yang disetujui oleh mereka As-sya`bi dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa 
pihak ketiga atau Hakam dalam kasus Syiqaq diangkat oleh Hakim atau 
Pemerintah.36 
Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/ 1197 M), 
Seorang Ulama` terkemuka dalam Mazhab Hanafi Mengemukakan , 
Seorang Hakam yang akan diminta menyelesaikan perkara harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan menjadi Hakam. 
Menurut Imam Nawawi, seorang Hakam harus Laki-laki, cakap, sholeh, 
menurut Wahbah Suhaili Syarat Hakam antara lain adalah berakal, baligh, 
adil, dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat seorang 
Hakam yang orang kafir dzimmi, orang yang terhukum hudud karena 
qazaf, orang fasik, dan anank-anak untuk menjadi Hakam, karena dilihat 
dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk Ahliyyah al-qadha` 
(orang yang berkompeten dalam mengadili).  
 
 
                                                          
       36 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah..., hlm 187 
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D. Prinsip-Prinsip Mediasi 
Mediasi yang profesional dapat ditandai dengan adanya prinsip-prinsip 
tertentu yang menuntun dan mengarahkan kepada kelancaran mediasi 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip mediasi ini 
bertindak sebagai rambu atau kode etik mediator dalam menjalankan 
tugasya. 
Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat 
sepuluh prinsip pengaturan tentang  meggunakan mediasi terintegrasi di 
pengadilan (court-connected mediation). Sepuluh prinsip tersebut adalah 
sebagai berikut.37 
Pertama, mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus oleh 
hakim para pihak terlebih dahulu melalui mediasi. Jika prosesmediasi tidak 
ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, 
konsekuensinya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat 
pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. 
Kedua, otonomi oleh para pihak. Prinsip otonomi para pihak 
merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi 
para pihak berpeluang yang menentukan dan mempengaruhi hasil akhir 
                                                          
       37 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatn Mufakat, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada,2010), hlm, 157-159 
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dalam proses mediasi berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para 
pihak netral. 
Ketiga, mediasi dengan itikad baik mediasi merupakan proses 
penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para 
pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi dengan itikad baik 
untuk menyelesaikannya. 
Keempat, Efisiensi waktu. Masalah waktu    merupakan salah satu 
faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Prinsip 
efisiensi waktu dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini 
terlihat pada pengaturan pembatasan waktu para pihak dalam perundingan 
untuk memilih mediator sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (6). 
Kelima, sertifikasi mediator,Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Mediator 
wajib mempunyai sertifikat mediator yang diperoleh dengan mengikuti 
pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Keenam, Tanggung jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan 
tannggungjawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini 
terdapat pada ketentuan pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 
Ketujuh, Keberhasilan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat 
terbuka untuk umum, proses mediasi pada asasnya tertutup bagi umum 
kecuali para pihak menghendaki lain. 
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Kedelapan. Pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses 
mediasi tidak menakup hal-hal berikut: ketersediaan mediasi, honor para 
mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak 
yang datang ke pertemuan atau sesi mediasi. 
Kesembilan, pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada 
hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya 
menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal 
atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. 
Kesepuluh, kesepakatan perdamaian diluar pengadilan, Peraturan 
Mahkamah Agug Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan 
untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara 
atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (court-connected 
mediation). Namun, sebagai sebuah upaya untuk lebih memperkuat 
penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil 
timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari 
penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung melalui 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi 
di Pengadilan juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-
pihak  berperkara yang berhasil menyelesaikannya melalui mediasi diluar 
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pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepkatan damai di luar 
pengadilan dikuatkan dengan akta perdamian.38 
E. Tahapan Mediasi di Pengadilan 
Berdasaraka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan, tahap mediasi terbagi menjadi dua, yakni Tahap Pra Mediasi dan 
tahap Proses Mediasi. 
2. Tahap Pramediasi 
Tahap pramediasi merupakan tahap awal dimana mediator 
melakukan penyusunan sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi 
benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahapan penting, 
karena menjadi penentu berjalan atau tidaknya proses mediasi 
selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah yakni 
sebagai berikut: Membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, 
meggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa 
depan, mengoordinasikan para pihak yang bertikai, mewaspadai 
perbedaan budaya, menentukan siapa saja yang hadir, menentukan tempat 
dan waktu, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak untuk bertemu 
dan membicarakan perselisihan mereka. 
3. Tahap pelaksanaan Mediasi  
                                                          
       38Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2013), hlm 58 
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Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana pihak-pihak 
terkait sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. 
Dalam hal ini terdapat beberapa langkah penting antara lain: sambutan 
pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, 
mengurutkan dan menjernihkan masalah, berdiskusi dan negosiasi 
masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi (pilihan), menemukan 
butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan 
kembali keputusan, dan penutup mediasi. 
4. Tahap Penutupan Mediasi 
Setelah Tahapan sebelumnya sudah ditempuh, maka tahap 
selanjutnya adalah penutupan mediasi. Pada tahap ini para pihak 
menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam 
bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator pada tahapan ini bertugas 
menampung kehendak para pihak dalam sebuah catatan dan 
menuangkannya kedalam dokumen kesepakatan. Tahapan terakhir ini 
merupakan sebuah kesimpulan dari tahapan sebalumnya  yang telah 
dilalui. Tahapan ini nantinya akan menyimpulkan apakah perkara akan 
dicabut atau tetap harus diselesaikan dengan jalur litigasi. 
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F. Peran  Mediator dan Keahlian yang Harus dimiliki Mediator 
Untuk menjadi mediator dibutuhkan seorang Hakim Mediator yang 
berkompeten sebagai penengah dalam sebuah perkara tentunya memiliki 
fungsi agar tercapainya kesepakatan. Fungsi tersebut menurut Fuller adalah:39 
1. Sebagai katalisator, yaitu menciptakan sebuah keadaan dan suasana baru 
dari suatu pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum 
kebersamaan. 
2. Sebagai pendidik, yaitu mampu memberikan arahan dan nasihat untuk 
menemukan solusi terbaik bagi para pihak. 
3. Sebagai penerjemah, yaitu meditor menerjemahkan konsep masing-
masing pihak juga hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama 
lain. 
4. Sebagai narasumber, yaitu mampu mendayagunakan atau 
melipatgandakan manfaat submer-sumber informasi yang ada. 
5. Sebagai penyandang berita jelek, yaitu menetralisir konflik dari berbagai 
informasi yang bersifat negatif, memancing emosi yang dapat 
memperkeruh suasana. 
6. Sebagai agen realitas, yaitu menampung segala informasi baik berupa 
keluhan, tuduhan, maupun pengakuan dan menyalurkan informasi 
tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif. 
                                                          
       39Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2000), hlm 48. 
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7. Sebagai kambing hitam, yaitu siap menerima penolakan dan ketidak 
puasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepadapara pihak. 
Hakim mediator sebagai penengah permasalahan seharusnya 
diharapkan dapat memiliki keahlian-keahlian dalam menangani sebuah 
permasalahan. Adapun keahlian-keahlian tersebut diantaranya adalah:40 
a. Komunikasi Non Verbal  
Komunikasi non Nerbal adalah suatu bentuk komunikasi 
dengan cara mengamati para pihak pembicaraan oleh pihak lainnya. 
Komunikasi non verbal ini pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu 
visual dan suara. Tugas utama mediator dalam hal ini adalah 
memahami dan menginterpretasikan suara dan bahasa tubuh. 
Misalnya salah satu pihak sedang duduk bersilanng tangan, maka 
dapat diinterpretasikan oleh seorang mediator bahwa pihak tersebut 
sedang cemas dan memnunjukan sikap defensif. Atas dasar 
interpretasi tersebut maka seorang mediator dapat menindak lanjuti 
suatu bentuk intervensi yang tepat. 
b. Pendengar Aktif 
Sebagian besar yang digunakan mediator adalah mendengar 
dari para pihak. Pendengar yang efektif tidak hanya mendengar 
kata-kata yang terungkap tetapi memahami arti dari sebuah pesan 
                                                          
       40Syahrizal Abas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media, 2011), hlm 91 
39 
 
 
 
yang disampaikan oleh para pihak tersebut. Konsep pendengar aktif 
menegaskan bahwa menjadi pendengar yang baik bukan suatu 
kegiatan yang pasif. Namun berkaitan dengan kerja keras. 
Pendengar harus secara fisik menunjukan perhatiannya, dapat 
berkonsentrasi penuh, mampu mendorong para pihak untuk 
berkomunikasi, dapat menunjukan suatu sikap keperhatian dengan 
tidak berpihak, tidak bersifat mengadili orang lain, tidak disibukan 
untuk melakukan berbagai tanggapan dan tidak tergangg oleh hal-
hal yang tidak relevan. Konsep pendengar aktif ini dibagi menjadi 
tiga bagian : keahlian menghadiri, keahlian mengakui, dan juga 
keahlian merefleksi. 
c. Penyusunan ulang kalimat (Reframing) 
Reframing merupakan keahlian yang harus dimiliki seorang 
mediator. Reframing sangat bermanfaat dan alat komunikasi yang 
sangat kuat pada negosiasi. Dengan melakukan reframing yang tepat 
merupakan salah satu tindakan yang sangat sulit untuk diterapkan 
dan membutuhkan sebuah pengalaman yang matang. 
d. Membuat pertanyaan 
Berapa jumlah pertanyaan yang dibuat oleh mediator 
tergantung dari model mediasi yang digunakan. Latatr belakang 
profesi, gaya pribadi serta waktu. Bentuk-bentuk pertanyaan 
adalah:Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pertanyaan 
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klarifikasi, pertanyaan refleksi, pertanyaan pemeriksaan, pertanyaan 
mengarah, pertanyaan uji silang,  pertanyaan hipotesis, pertanyaan 
mengalih, pertanyaan retoris, pertanyaan usulan pertanyaan langsung 
dan tidak langsung. 
e. Ringkasan 
Mediator biasanya menyiapkan ringkasan setelah para pihak 
selesai melontarkan pernyataan terhadap permasalah yang dihadapi, 
ringkasan ini harus senantiasa seimbang, dalam pengertian bahwa 
hanya terdiri dari unsur-unsur yang telah disampaikan oleh kedua 
belah pihak. 
G. Tujuan dan Manfaat Mediasi 
Tujuan dari dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa para 
pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan  imparsial. Mediasi 
dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang 
permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi 
menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang 
dikalahkan (win-win solution). 
Dalam menyelesaian perkara melalui jalur mediasi sangat dirasakan 
manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri 
persengketaan secara adil dan menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang 
gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga 
telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam satu proses 
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mediasi, paling tidak telah mampu mengklasifikasi akar perselisihan diantara 
para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum menentukan format tepat 
yang dapat di sepakati oleh kedua belah pihak. 
Menurut Wirahudin,41 untuk menyelesaikan sengketa memang cukup sulit 
dilakukan, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Dengan 
mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut ini: 
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan 
relatif murah dibandingkan dengan membawa persengketaan tersebut ke 
pengadilan atau ke Lembaga arbitrase. 
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, 
sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan contoh 
tahap proses dan hasilnya. 
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 
diprediksi , dengan suatu kepastian melalui suatu consensus. 
                                                          
       41Wirhaudin, Mediasi Perspektif Hukum Islam , (Semarang: Fatwa Publishing, 2009), hlm.33 
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6. Mediasi memberikan hasil  yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik diant ara para pihak yang bersengketa 
karena mereka sendiri yng menentukannya.  
7.  Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
oleh hakim pengadilan atas arbitrase pada lembaga arbitrase. 
Dalam kaitannya keuntungan mediasi, para pihak dapat 
mempertanyakan pada diri mereka masing-masing dari hasil yang dicapai 
melalui mediasi ( meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari apa yang 
diharapkan). Bila direnungi lebih dalam, bahwa hasil dari kesepakatan 
diperoleh melalui jalan mediasi jauh lebih baik, dibandingkan dengan 
parapihak yang terus-menerus bersengketa yang tidak pernah selesai, 
meskipun kesepakatan tersebut tidak keseluruhannya mengakomodasikan 
keinginan para pihak. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PA SUKOHARJO DANMEDIASI SENGKETA WARIS 
DI PA SUKOHARJO 
 
A. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo 
Pasca perang jawa (1825-1830) kompeni belanda semakin 
memperketat keamanan untuk mencegah terjadinya pemberontakan rakyat 
jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin medukung tindak kejahatan 
(pidana) diberbagai ytempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial 
menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara 
tegas. Salahsatunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi 
dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan surakarta dibentuk Perdata 
Gedhe, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua 
perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) dibawah 
kepengawaasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Perdata Gedhe 
mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan 
Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan 
sebagian perkara kepada pemerintah daerah mereka sepakat untuk 
membentuk pengadilan ditingkat kabupaten yang diberi nama pradata 
kabupaten. Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan 
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Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembetukan perdata 
kabupaten diwilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan 
Larangan. Surat Perjanjian tersebut disyahkan pada hari kamis tanggal 7 mei 
1974 Staatsbland nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian tertulis sebagai 
berikut: 
“Ing Kabupaten Klatenm Ampel, Boyolali, Kartasura ln Sragen, 
apadene ing Kawedanan Larangan Kadodokan Pangadilan ing ranan Pradata 
Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadeake kabupaten ingaranan 
Kabupaten Sukoharjo” (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura 
dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk Pengadilan yang disebut 
pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kebupaten 
dengan nama Kabupaten Sukoharjo).42 
Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 
1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa 
dan Madura Pengulu Ageng di Surakarta dijabat oleh K. Pengulu Ageng 
Tafsir Anom ke V. Diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi 
Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 
M dan pada waktu di Surakatrta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 
1903, maka beliau (K. Pengulu Ageng Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi 
Hoofd Pengulu Landaard dengan keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 
                                                          
      42Pengadilan Agama Sukoharjo, dikutip dari http://www.pa-sukoharjo.go.id/sejarah.html, diakses 6 
Januari 2019 
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No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang 
Pegadilan Agama di Sukoharjo Lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. 
Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo Berada di Komplek Masjid 
Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo. Kemudian pada awal Februari 
2007 boyongan ke Gedung Baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, 
Kecamatan Kota Sukoharjo, Tepatnya Jl. Rajawali No. 10 Sukoharjo sampai 
sekarang. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadian Agama Sukoharjo 
Pengadilan Agama Sukoharjo, Yang merupakan Pengadilan tingkat 
pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
Menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orag-orang yang 
beragama islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang 
dilakukan berdasarkan hukum islam,serta wakaf dan shodaqoh, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilam 
Agama Mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan 
bagi perkara tingkat pertama sertapenyitaan dan eksekusi. 
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi 
dan peninjaun kembali serta administrasi peradilan lainnya. 
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c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
lingkungan Peradilan Agama (umum, Kepegawaian dan keuangan 
kecuali biaya perkara) 
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum 
Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 
sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 50 tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama . 
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang 
beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana 
diatur dalam pasal 107 atay (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
Tentanng perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. 
f. Waarmerking Akta Kewarisan dibawah tangan untuk pengambilan 
deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya. 
g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 
pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.43 
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo44 
                                                          
     43Pengadilan Agama Sukoharjo, dikutip dari http://www.pa-sukoharjo.go.id/sejarah.html, diakses 
6 Januari 2019 
     44Pengadilan Agama Sukoharjo, dikutip dari http://www.pa-sukoharjo.go.id/struktur.html,  diakses 
6 Januari 2019 
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Ketua    : Drs.Kholis, M.H 
Wakil ketua    :- 
Hakim    : Amirudin, S.H 
Hj. Ufik Nur Arifah 
Ngadimin, S.H 
Drs. H. Ali Widodo 
Drs. Panut  
Dra Hj. Muhlisoh M.H. 
Panitera    : Drs. H. Muhammad Mansur 
Sekretaris    : Slamet Sutadi, S.Ag 
Panitera Muda Hukum  : H. Wassalam, S.H 
Panitera Muda Gugatan  : H. Tukino S.H 
Panitera Muda Permohonan  :Umi Basyiroh, S.Ag 
Kasubag umum dan Keuangan :Ambang Cahyo Wibowo SE.Msi 
Kasub Bag Perencanaan  ::Adhi Kurniawan, S.Kom 
Kasub Bag Kepegawaian  : Evi Komalasari  
Panitera Pengganti   :Nurendang Trimagawati,S.H., MH 
Ratna Triana, S.H.I 
Harmiati B. S.H 
Jurusita/Jurusita Pengganti  :Sahrowardiansyah 
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Ricky Awal gustanto 
Suyanto 
Agus Sriyono 
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo 
Pegadilan agama Sukoharjo dalam menjalankan peranan dan fungsinya 
memiliki Visi dan misi sebagai berikut: 
VISI: 
Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung, Berwibawa dan 
Bersahaja. 
MISI: 
a. Menyelenggarakan Pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya, 
serta mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab. 
b. Meyelenggarakan pelayanan non Yudisial dengan bersih dan bebas dari 
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
c. Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara dan 
persiapan manajemen modern secara layak. 
d. Meningkatkan pembinaan sember daya manusia dan pengawasan 
terhadap jalannya peradilan.45 
 
 
                                                          
      45Pengadilan Agama Sukoharjo, dikutip dari http://www.pa-sukoharjo.go.id/vizimizi.html,  diakses 
6 Januari 2019 
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B. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Langkah/Prosedur  gugatan waris di Pengadilan Agama Sukoharjo 
Sengketa waris merupakan perselisihan yang terjadi diantara keluarga 
yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah disebabkan tidak 
ada kesepakatan antar para ahli waris dalam menetapkan bagian atau juga 
dapat disebabkan oleh berbagai sebab. sengketa waris yang terjadi dalam 
keluarga biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yakni 
musyawarah akan tetapi tidak sedikit permasalahan sengketa waris yang 
terjadi antar keluarga biasanya diselesaikan melalui pengadilan, hal ini 
terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perkara sengketa 
waris merupakan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara 
yang ada di tengah masyarakat. 
Masuknya gugatan waris di Pengadilan, biasanya telah dilakukan 
upaya-upaya untuk mencapai perdamaian, tetapi dikarenakan tidak mencapai 
kesepakatan maka biasanya para pihak memilih jalan untuk melakukan 
gugatan waris untuk mendapatkan hak nya.46 
Berikut beberapa prosedur dalam beracara di pengadilan agama 
sukoharjo dalam perkara gugat waris: 
                                                          
      46Wawancara dengan Amirudin, Salah satu Hakim mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 
Maret 2019. 
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a. Gugatan waris diajukan kepada pengadilan Agama dalam hal ini adalah 
Pengadilan Agama Sukoharjo oleh penggugat selaku ahli waris dan 
dapat juga menggunakan jasa pengacara atau advokat. 
b. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari 
lurah atau kepala desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula 
dokumen bukti-bukti kepemilikan, objek sengketa seperti sertifikat, akta 
jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya. 
c. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa 
mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan 
dan kalu objek berupa mobil/motor atau barang-barang elektronik. 
d. Pengajuan gugatan waris diajukan kepengadilan Agama yang daerah 
hukumnya melipuri latar barang tetap itu berada. Dalam hal ini di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. 
e. Penggugat membayar panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu atau 
miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo. Dengan 
melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa 
setempat yang diketahui oleh camat. 
f. Setelah gugatan terdaftar di pengadilan Agama, penggugat/kuasanya 
tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita. 
g. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dilanjutkan dengan 
mediasi jika para pihak hadir di persidangan. Dalam mediasi, para pihak 
bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak yang 
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sudah memiliki sertifikat mediator. Dan segala beban biaya mediasi 
ditangggung oleh penggugatatau kedua belah pihak jika ada kesepakatan 
antar pihak. Namin apabila menggunakan hakim mediator maka tidak 
ada biaya untuk mediasi. 
h. Setelah proses mediasi dilakukan dan ternyata damai maka dibuatlah 
akta perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majlis hakim yang 
bersangkutan. Namun apabila tidak berhasil, pemeriksa gugatan 
dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik 
penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan 
pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelisdan putusan.47 
2. Pelaksanaan Mediasi Hakim dalam sengketa Waris. 
Dalam pelaksanaan Mediasi Hakim sengketa waris, di Pengadilan 
Agama Sukoharjo tiga tahun terakhir ada lima perkara yang dimediasi yakni 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
                                                          
       47Wawancara dengan Muhlishoh, Salah satu Hakim mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 
Maret  2019. 
 
52 
 
 
 
Tabel I 
Nomor Perkara sengketa waris yang dimediasidi Pengadilan Agama 
Sukoharjo 
NO Nomor Perkara  
1.  0514/Pdt.G/2016/PA.Skh 
2.  924//Pdt.G/2016/PA.Skh 
3.  199//Pdt.G/2017/PA.Skh 
4.   111/Pdt.G/2018/PA.Skh  
5.  735/Pdt.G/2018/PA.Skh 
Sumber: Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Sukoharjo 
Kemudian Para Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi sengketa 
waris di Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan beberapa cara, meski 
sejak tahun 2016 sampai 2018 Pengadilan Agama Sukoharjo dalam 
meyelesaikan sengketa waris memang belum ada yang berhasil, ada yang 
berhasil tetapi bukan merupakan hasil proses mediasi oleh mediator 
melainkan namun dalam pelaksanaan mediasi, mediator memiliki cara agar 
proses mediasi waris dapat mencapai kesepakatan damai yakni: 
a. Melakukan pendekatan terhadap para pihak agar supaya dapat diketahui 
akar dari permasalahannya. 
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b. Menjelaskan bahwa hubungan antar keluarga sangat berharga, karena 
apabila sengketa waris sampai masuk di pengadilan biasanya akan 
menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. 
c. Dengan cara prosentase 
Mediasi dalam kasus waris biasanya tidak bisa menggunakan standar 
harga emas, dollar ataupun tanah. Dalam kasus sengketa waris hanya 
dapat diukur dengan prosentase atau bagian masing-asing yang 
didapatkan oleh ahli waris. 
d. Dengan kesepakatan Pembagian.48 
3. Hasil Mediasi 
Jika dalam Mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan untuk 
berdamai sebagian. Pihak dengan bantuan dari mediator wajib merumuskan 
kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang 
ditandatangani oleh para pihak dan mediator setelah kesepakatan tersebut 
disetujui dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian 
mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada 
majelis hakim. 
Jika tidak mencapai kesepakatan, maka mediator manyatakan proses 
mediasi gagal, mediator memberitahukan secara tertulis kepada hakim 
pemeriksa perkara. Sesudah menerima pemberitahuan tersebut maka hakim 
                                                          
       48Wawancara dengan Amirudin, Salah satu Hakim mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 
Maret 2019. 
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pemeriksa perkara menerbitkan penetapan agar melanjutkan perkara melalui 
persidangan. 
4. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Hakim dalam sengketa waris di 
Pengadilan Agama Sukoharjo  
Dalam pelaksanaan mediasi sengketa waris para hakim mediator telah 
menjalankan sebagaimana mestinya yakni sesuai dengan PERMA No. 1 
Tahun 2016 mengenai Prosedur mediasi, meski dalam kenyataanya mediasi 
sengketa waris tiga tahun terahir belum ada yang berhasil. Hal ini terjadi 
bukan tanpa sebab, mediasi sengketa waris bisa dikatakan sulit untuk 
mencapai kesepakatan damai dikarenakan beberapa faktor penghabat yakni; 
a. Karakter Para Pihak, yakni keegoisan para pihak yang tidak mau 
mengalah dan merasa paling benar sendiri. 
b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat mengenai Pembagian warisan, 
karena itulah betapa pentingnya mengetahui ilmu mengenai tata cara 
pembagian waris sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran dan hadits. 
c. Para Pihak tidak menginginkan proses Mediasi, hal ini para pihak 
biasanya memiliki beberapa kepentingan yang dijadikan alasan untuk 
tidak hadir dalam proses mediasi dan juga dikarenakan memang sudah 
mantap untuk melanjutkan proses hukum. 
d. Salah satu pihak tidak menghadiri persidangan 
e. Salah satu pihak tidak beritikad baik. 
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BAB IV 
ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DALAM MENYEESAIKAN 
SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 
A. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Waris Pasca Peraturan Mahkamah Agung 
No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Mediasi memiliki sebuah landasan atau acuan dalam menjalankan 
proses mediasi yakni diatur dal Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tentunya dalam perma ini ada 
beberapa hal yang berubah dan membedakan dengan PERMA sebeumnya 
baik dari segi penerapan ataupun prosedurnya. 
Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penerapan mediasi yang 
dilaksanakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak terlalu banyak terdapat 
perubah. Berikut proses penerapan mediasi sengketa waris pasca PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: 
1. Tahap Pramediasi 
a. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka 
hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh 
mediasi. 
b. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi 
kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, akibat 
hukum jika tidak beritikad baik dalam mengikuti mediasi, akibat 
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hukum jika tidak beritikad baik dalam mengikuti mediasi, 
pembebanan biaya mediasi dan menindaklanjuti hasil mediasi. 
c. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir tentang pernyataan 
para pihak telah menerima penjelasan sebagaimana yang diatur 
tersebut diatas. 
d. Dalam hal para pihak memilih mediator yang telah terdaftar di 
Pengadilan, mamka berdasar pada Pasal 19 Ayat (1) PERMA Nomor 
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, bahwa “para pihak berhak 
memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat pada daftar 
mediator di Pengadilan”. Setelah mendapat penunjukan mediator dari 
Ketua Majelis Pemeriksa Perkara melalui perantara Panitera 
Pengganti, mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi 
pertama. 
e. Dalam hal jumlah mediator tidak cukup atau Mediator tidak ada, 
maka hakim pemeriksa perkara boleh menjadi mediator untuk 
memediasi perkara yang sedang diperiksa. 
f. Peran mediator tentunya tentu tidak dapat dilakukan oleh semua 
orang, Mahkamah Agung memberikan batasan bahwa peran mediator 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah bersertifikat mediator. 
g. Mengenai biaya mediasi dan tempat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 
2016, menyebutkan bahwa ada dua tipe yakni, Pertama mediasi 
bebas biaya. Maksudnya adalah apabila para pihak menggunakan 
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mediator dan tempat yang disediakan oleh Pengadilan. Kedua, 
Mediasi dengan biaya tertentu, maksudnya apabila para pihak 
menggunakan mediator dan tempat selain yang disediakan oleh 
Pengadilan. 
h. Setelah penentuan tanggal mediasi, para pihak bisa meninggalkan 
ruangan mediasi dan menunggu panggilan dari Jurusita atau Jurusita 
Pengganti. 
i. Dalam pemanggilan para pihak dalam mediasi dikenakan biaya 
sebagaimana biaya pemanggilan pada umumnya , terlebih dulu biaya 
dibebankan kepada pihak penggugat yang besaran biaya 
dierhitungkan melaluui panjar biaya perkara. Apabila ternyata 
mediasi menghasilkan akta perdamaian, maka seusai mediasi biaya 
pemanggilan bisa ditanggung secara bersama bagi para pihak. 
j. Kemudian mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui 
Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita 
atau Jurusita Pengganti. 
k. Selanjutnya mediator berkewajiban untuk: pertama, menjelaskan 
maksud, tujuandan sifat mediasi. Kedua,menjelaskan kedudukan dan 
peran mediator mengambil keputusan. Ketiga, menjelaskan bahwa 
mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa 
kehadiran pihak lain. Keempat, membuat aturan pelaksanaan mediasi 
bersama para pihak. Kelima, menyusun jadwal mediasi bersama para 
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pihak. Keenam, jika sudah mencapai kesepakatan dalam menyusun 
jadwal mediasi maka mediator menulisnya dalam formulir jadwal 
mediasi. 
2. Tahap Mediasi  
a. Memasuki tahap mediasi, langkah pertma yang dilakukan oleh 
mediator adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Para pihak 
dapat menyampaikan dengan lisan maupun dengan tulisan. Jika 
tertulis maka mediator dapat menunda mediasi guna memberi waktu 
para pihak untuk menentukan jadwal mediasi. 
b. Pada pertemuan selanjutnya masing-masing pihak dipersilahkan 
untuk menyampaikan salinan permasalahan dan usulan perdamaian 
secara lebih matang. 
c. Mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: Pertama, 
menelusuri dan menggali kepentingan para pihak. Kedua, mencari 
berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak. Ketiga, bekerja 
sama mencapai penyelesaian. 
d. Pada langkah ini, mediator dapat menggunakan kaukusnya untuk 
melakukan pendekatan secara emosional agar para pihak dapat lebih 
menurunkan egonya. 
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e. Jika mencapai kesepakatan, maka mediator berkewajiban membantu 
para pihak untuk membuat dan merumuskan kesepakatan 
perdamaian. 
f. Mediator menyampaikan laporan hasil mediasinya kepada para 
hakim pemeriksa perkara, baik itu berupa laporan keberhasilan jika 
para pihak berhasilmencapai kesepakatanatau laporan tidak dapat 
dilaksanakan mediasi karena terdapat pihak yang tidak beritikad baik. 
g. Beritikad baik merupakan sebuah keajiban yang harus bersama-sama 
dilakukan oleh kedua pihak. Jika para pihak tidak beritikad baik 
dalam mediasi, maka perkara yang diajukan dapat terancam ditolak. 
h. Apabila para pihak yang bersengketa berkeinginan untuk melalui 
prosedur mediasi sebelum sengketa diperiksa, maka proses mediasi 
bisa dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya 
hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat (4) PERMA Nomor 1 
Tahun 2016. 
i. Dalam Setiap Wilayah Hukum baik pidana maupun perdata selalu 
terdapat konsep perlindungnan terhadap pihak ketiga yang beritikad 
baik. Hukum selalu melindungi manusia yang beritikad baik. Dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2106 yakni Pasal 27 Ayat (2) juga 
dijelaskan bahwa kesepakatan perdamaian seorang mediator harus 
memastikan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu bahwa 
kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang: 
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pertama,Bertentangan dengan Hukum, keterlibatan umum, dan 
kesusilaan. Kedua, merugikan pihak ketiga. Ketiga, tidak dapat 
dilaksanakan. 
j. Kesepakatan perdamaian sebagian terdiri dari dua jenis, yaitu 
kesepakatan atau akta perdamaian yang meliputi perdamaian 
menyangkut sebagian pihak saja yang menyepakati perdamaian, dan 
perdamaian sebagian dalam hal semua pihak hanya menyepakati 
perdamaian untuk sebagian sengketa.  
Dari tahapan atau proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Sukoharjo terseburt berdasarkan wawancara dengan hakim mediator dalam 
sengketa waris dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan mediasi sengketa 
waris telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi. Meski dalam hasil mediasi sengketa 
waris pada tahun 2016 sampai tahun 2018 belum ada yang berhasil sehingga 
dapat menjadi evaluasi bagi pengadilan dalam menjalankan mediasi. 
B. Faktor penghambat keberhasilan Mediasi Hakim dalam menyelesaikan 
sengketa waris di Pengadilan Agama Sukharjo Pasca PERMA No. 1 
Tahun 2016. 
Dalam pelaksanaan mediasi sengketa waris para hakim mediator telah 
mejalankan sebagaimana mestinya yakni sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 
2016 mengenai Prosedur mediasi, meski dalam kenyataanya mediasi sengketa 
waris tiga tahun terahir belum ada yang berhasil. Hal ini terjadi bukan tanpa 
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sebab, mediasi sengketa waris bisa dikatakan sulit untuk mencapai kesepakatan 
damai dikarenakan bebera faktor penghabat yakni; 
1.  Karakter Para Pihak 
Setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, terkadang 
ada orang yang Legowo atau orang yang penyabar, namun terkadang ada 
pula ada orang yang sabar. Ada orang yang mau menerima apa adanya 
dan ada pula yang tidak pernah puas dengan apa yang diperplehnya, 
begitu juga dalam sengketa waris, biasanya salah satu pihak memang 
memiliki karakter yang mau menang sendiri sehingga dalam pembagian 
harta warisan terjadi sebuang sengketa yang akhirnya masuk di 
Pengadilan.49 
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat mengenai Pembagian warisan 
Di era ini masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai 
tata cara pembagian warisan yang benar, terkadang ada yang mau 
mendapatkan semua warisan tanpa dasar yang jelas, tetapi pihak satu 
tidak terima. Sehingga dalam hal ini pengetahuan mengenai prosedur 
pembagian waris sangat diperlukan. 
3. Para Pihak tidak menginginkan proses Mediasi 
4. Salah satu pihak tidak menghadiri persidangan 
                                                          
       49Wawancara dengan Muhlishoh, Salah satu Hakim mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 
Maret 2019. 
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Biasanya sengketa warsi yang masuk di pengadilan Agama 
Sukoharjo melibatkan tidak hanya dua pihak saja akan tetapi lebih dari 
itu, sehingga sangat sulit untuk menghadirkan para pihak dalam 
persidangan. Meski demikian pengadilan agama sukoharjo tetap 
melakukan pemanggilan para pihak selam panjar biaya masih 
mencukupi.50 
5. Salah satu pihak tidak beritikad baik 
Itikad baik sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi pihak-
pihak yang terlibat dalamkesepakatan tertentu untuk mendapatkan hak 
serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan51 
C. Efektifitas mediasi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Pasca 
PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. 
Kegigihan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan MA 
dalam mengintegrasikan lembaga mediasi kedalam proses dalam beracara di 
pengadilan yang dimaksudkan sebagai salah satuinstrumen efektif untuk 
mengatasi permasalahan di pengadilan yakni  menumpuknya perkara di 
pengadilan . juga bertujuan untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi 
non lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses 
                                                          
       50Wawancara dengan Amirudin, Salah satu Hakim mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 
Maret 2019. 
       51Irsyadul Ibad, “Efektifitas Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad 
Baik Pada Mediasi Yang diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama 
Gresik)”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 
Malang, 2017, hlm. 22. 
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pengadilan yang bersifat memutus. Akan tetapi pada kenyataanya mediasi 
belum berjalan efektif untuk dilaksanakan hingga sekarang, khususnya dalam 
hal ini adalah mediasi dalam meyelesaikan sengketa waris di Pengadilan 
Agama Sukoharjo. 
Kenyataan bahwa belum efektifnya mediasi dalam menyelesaikan 
sengketa waris di Pengadilan Agama Suokoharjo pasca PERMA No. 1 Tahun 
2016, dapat dilihat dari segi perkara gugat waris (sengketa waris) yang di 
mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo belum ada yang berhasil. Dari sini 
dapat dipahami secara kualitatif, mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris 
dapa dikatakan belum efektif. 
Akan tetapi hal tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk menentukan 
atau mengukur keefektifan mediasi dalam menyelesaiakan sengketa waris di 
pengadilan agama Sukoharjo pasca PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni 
menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum 
ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:52 
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).  
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
                                                          
       52 Ray Pratama Siadari, Teori Efektifitas Hukum,  dikutip dari www.academia.edu. Diakses pada 
30 April 2018. 
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Pertama, faktor Hukumnya sendiri. Lembaga peradilan yang 
berperan sebagai penjelma kekuasaan kehakiman (kekuasaan Yudikatif) 
adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (the independent of judicialy). 
Independensi lembaga peradilan memberikan pengertian bahwa hakim 
bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik itu kekuasaan 
eksekutif, legislatif maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 
Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah 
Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, peradilan Agama, peradilan militer, peradilan tata uasaha dan oleh 
sebuah mahkamah konstistusi.53 
Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga tertinggi yang 
memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan 
dibawahnya, yang salah satu fungsinya adalah mengisi kekosongan huum 
dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung atau 
                                                          
       53Rachmat Rizki Aulawi, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 
Dompu”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Yogyakata. 2017.hlm. 65 
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yang disebut (PERMA) yang akan menjadi aturan dalam teknis 
menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menegakkan hukum secara adil 
dan juga bijaksana. 
Mahkamah Agung atau yang selanjutnya disebut dengan MA 
mengeatur ketentuan mengenai Mediasi didalam Pengadilan (court 
annexed mediation). Dimana dalam mengeluarkan PERMA ada beberapa 
Perma yang pernah dikeluarkan MA yakni Mediasi di dalam pengadilan 
mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah 
Agung ( PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. Sebelum mengeluarkan PERMA Mediasi tersebut Mahkamah 
Agung RI telah berupaya menghidupkan kembali mekanisme perdamaian 
perkara oleh Hakim dengan mengeluarkan Surat Edaran Damai (SEMA). 
Namun lembaga ini tidak berjalan dengan efektif karena bentuknya 
SEMA hanya bersifat himbauan saja, tidak mengikat pengadilan untuk 
Melaksanakannya.54 PERMA Tahun 2003 bertujuan sebagai  
penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam 
Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 
Herziene inlandsch Reglemen (HIR) dan pasal 154 Rechtsreglement voor 
de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 HIR dan 150 RBg sebagaimana 
                                                          
       54Fatahillah A. Syukur, 2012, Mediasi Yudisial DI Indonesia, Cetakan pertama, Mandar 
Maju,Bandung, hlml. 26-27. 
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diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan Hakim 
untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum 
perkaranya diperiksa.55 
Pada tahun 2008, PERMA Nomor 8 Tahun 2003 diganti dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Dimana dalam hal ini sifat wajib Mediasi 
dalam berperkara dipengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat 
dengan adanya pasal yang meyatakan bahwa tidak ditempuhnya Mediasi 
berdasarkan PERMA itu merupakan Pelanggaran terhadap ketentuan 
pasal 130 HIR/154 RBg yang menyatakan putusan batal demi hukum 
(Pasal 2 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Kemudian Setelah 
enam tahun berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akhirnya 
Mahkamah Agung selabagai pelaku kekuasaan hukum tertinggi di 
Indonesia melakukan refisi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 
tersebut dengan  menerbitkan Perma baru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung 
merevisi atau mengubah peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan PERMA ini di 
tuangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedud 
Mediasi di Pengadilan dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya 
perkara yang masuk dan menupuk di pengadilan serta untuk 
                                                          
       55Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadian, 
Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2012, hlm.143 
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meningkatkan proses penyelesaian sengketa agar berjalan dengan cepat, 
mudah dan memberi akses yang lebih besar kepada para pencari keadilan. 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini  diteken oleh ketua M. Hatta Ali pada 
tanggal 3 februari 2016. PERMA ini diterbitkan karena tingkat 
keberhasilan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum sesuai dengan 
harapan.56 
Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini terdapat beberapa poin 
yang berbeda dengan PERMA sebelumnya sebagaimana yang di 
sampaikan oleh Hj. Lia Aulia S.H.I., M.H. sebagai narasumber dalam 
acara pendalaman Materi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan 
Agama Kalianda yakni ada 9 poin yang membedakan dengan PERMA 
sebelumnya sebagai berikut:57 
a. Mengenai batas waktu, Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 selama 
40 hari, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya 30 
hari dan dapat diperpanjang 30 Hari (Pasal 3 Ayat 6). 
b. Kewajiban kehadiran para pihak secara langsung dengan / tanpa 
kuasa hukum (pasal 6 ayat 1). 
c. Mediasi melalui audio visual (pasal 5). 
                                                          
       56Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukm Syariah, Hukum adat Dan Hukum Nasional, Jakarta: 
Kencana,2011, h. 310. 
       57Pengadilan Agama Kalianda, Pendalaman Materi PERMA Nomor 1 Tahun 2016,dikutip dari 
www.pa-kalianda.go.id/475-pendalaman-materi-perma-1-tahun2016.html , diakses pada tanggal 18 
agustus 2018.  
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d. Adanya aturan rinci tentang biaya mediasi dan akibat hukum gugatan 
tidak diterima alias di NO (Niet ontvankelijk verklaard) dalam hal 
penggugat telah dipanggil secara patut tidak hadir (salah satu bentuk 
tidak beritikad baik), pasal 17 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 22 ayat 1. 
e. Adanya penjelasan rinci mengenai biaya mediasi dan pembebanan 
biaya mediasi kepada yang tidak hadir dan kepada pihak yang 
dihukum membayar biaya perkaradalam putusan. 
f. Adanya kewajiban majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi 
kepada para pihak (pasal 16 ayat 6-9). 
g. Adanya pedoman perilaku mediator (pasal 5 ayat 3). 
h. Adanya penambahan penjelasan tentang sengketa yang dikecualikan 
kewajiban mediasi (pasal 4 ayat 2 huruf a-e). 
i. Adanya penjelasan rinci tentang jenis-jenis kesepakatan dalam 
mediasi (pasal 27-28, salah satunya tentang kesepakatan sebagian. 
Dari beberapahal yang membedakan dengan PERMA 
sebelunya tersebut mempunyai tujuan agar dalam pelaksanaan 
mediasi di pengadilan dapat meningkat keberhasilan serta 
mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, akan tetapi pada 
realitanya belum begitu efektif, karena biasanya para pihak belum 
paham atau bahkan sama sekali tidak tahu mengenai mediasi. 
Kedua, faktor penegak hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang 
dimaksud dengan penegak hukum yakni seorang mediator. Karena 
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mediator memiliki peran yang sangat penting yakni mediator 
berperan aktif menjembatani sebuah pertemuan antara para pihak, 
kemudian mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses 
mediasi dan menuntun para pihak agar mencapai suatu kesepakatan 
sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 
tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 
Disini penulis melihat bahwa pengadilan Agama Sukoharjo 
telah memiliki daftar nama mediator pengadilan, namun dalam daftar 
tersebut belum dijelaskan secara detail bagaimana dan apa saja 
pengalaman para mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan 
hanya menjelaskan Lulusan dari mana, perguruannya saja.  
Dalam pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan 
mengenai mediator yang wajib lulus dan telah memiliki pelatihan 
sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung 
atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah 
Agung. Tetapi Mahkamah Agung juga tidak menutup Hakim untuk 
dapat berperan menjadi mediator meski belum memiliki sertifikasi 
mediator dengan syarat terdapat keterbatasan mediator.(pasal 13 Ayat 
(2) PERMA No. 1 Tahun 2016). 
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Tabel 2 
Daftar mediator Pada pengadilan Agama Sukoharjo 
No Nama Mediator Jabatan Pendidikan 
1 Drs. Kholis, M.H. Hakim S2 
2 Drs. A,irudin, S.H Hakim S1 
3 Dra. Hj. Ufik Nur Arafah Hidayati, 
M.Si 
Hakim S2 
4 Dra. Hj. Muhlisoh, M.H Hakim S2 
5 Dra. Hj. Siti Syamsiyah Hakim S1 
6 Ngadimin, S.H Hakim S1 
7 Drs. Ali Widodo Hakim S1 
Sumber: Daftar Mediator di ruangan Mediasi di PA Sukoharjo 
Dari keseluruhan hakim mediator tersebut diatas sama-sama 
menjalankan perannya di pengadilan Agama Sukoharjo hanya ada satu 
hakim mediator yang memiliki sertifikasi mediator, enam diantaranya 
belum memiliki sertifikasi mediator, itupun saat ini menjabat sebagi 
ketua Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Menurut ibu muhlishoh selaku salah satu hakim mediator di 
pengadilan Agama Sukoharjo, hakim mediator perlu diberi pelatihan 
khusus mengenai teknik-teknik mediasi untuk memadai dengan 
banyaknya perkara yang perlu dilakukan mediasi. 
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Selain itu kurang efektifnya mediasi di Pengadilan Agama 
Sukoharjo juga bisa dikarenakan adanya perubahan pada PERMA 
yakni berdasarkan pasal 25 Ayat (1) PERMA NO. 1 Tahun 2008 
Mahkamah Agung memberikan insentif kepada hakim yang berhasil 
memjalankan fungsi mediasi , namun pada PERMA NO. 1 Tahun 2016 
pemberian insentif  tersebut dihapuskan. 
Ketiga,Faktor sarana atau fasilitas.Ruang mediasi di Pengadilan 
Agama Sukoharjo sebenarnya bisa dikatakan sudah cukup baik, tetapi  
untnuk standar ideal, belum, tapi untuk standar minimum sudah 
terpenuhi.58 Ruang mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo hanya ada 
1 (satu ) ruangan sederhana yang berukuran sekitar 3 Meter x 3 meter 
dan didalamnya hanya terdapat dua bangku dan satu meja berbentuk 
oval.59 Hal ini menurut penulis belum begitu memadai, meskipun 
Mahkamah Agung sendiri tidak menjelaskan dan memberikan standar 
mengenai tata ruang mediasi yang ideal tetapi pengadilan Agama 
Sukoharjo seharusnya menyediakan fasilitas ruang mediasi yang 
memadi. Dalam sebuah ruangan mediasi idealnya adalah (1) Pada 
ruangan mediasi yang digunakan bersama untuk pertemuan bersama 
harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran besar, 
(2) Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan sepihak atau 
                                                          
       58Wawancara dengan Amirudin, Salah satu Hakim mediator di Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 
Maret 2019. 
       59Observasi Ruagan Mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo. Di Sukoharjo, 25 Januari 2019. 
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kaukus harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran 
sedang, (3) pada ruang tunggu harus memiliki satu set meja dan kursi 
berbentuk bulat kecil,  (4) pada ruangan mediasi harus ada daftar 
mediator, (5) harus ada petuntuk berupa tulisan ruang tunggu, ruang 
mediasi. (6) harus ada paan alur yang menjelaskan alur mediasi, (7) 
pada ruang mediasi harus ada satu unit komputer dan printer, lemari 
dan rak buku, buku register dan satu unit pendingin ruangan jika 
diperlukan, (8) selain itu juga diperlukan alat untuk pertemuan jarak 
jauh (telecoference) jika diperlukan. 
Keempat, faktor Masyarakat. Mengenai kepatuhan masyarakat 
khususnya pihak yang berperkara dalam sengketa waris  di lingkup 
Pengadilan Agama Sukoharjo ada beberapa hal yang mempengaruhi 
sehingga bisa dikatakan kurang patuh yakni dikarenakan para pihak 
tidak ada yang mau mengalah dan beranggapan dirinya lah yang paling 
benar sehingga mediator sulit untuk menemukan titik permasalahan 
yang sebenarnya, ada pihak yang serakah ingin memiliki harta warisan 
secara keseluruhan sendiri, selain itu juga dikarenakan minimnya 
pengetahuan para pihak mengenai pembagian warisan dan mediasi. 
Kelima, faktor kebudayaan. Disini penulis mengukur budaya 
masyarakat ukoharjo dengan kebudayaan muslim karena yang dapat 
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berperkara di Pengadilan Agama adalah orang Muslim. Sebagaimana 
pada Undang-undang No. 50 Tahun 2009 pasal 1 butir (1).60 
“peradilan Agama adalah peradila bagi orang-orang yang 
beragama islam” 
Dalam islam, perkara apapun sebaiknya diselesaikan dengan 
baik-baik begitu juga mengenai pembagian waris karena jika 
permasalahan sengketa waris masuk di pengadilan maka akan 
membutuhkan proses yang tidak sebentar, dan juga menyebabkan tidak 
harmonisnya hubungan antar saudara. 
                                                          
       60Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai efektifitas mediasi 
hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo maka penulis berkesimpulan 
bahwa: 
1. Pada dasarnya dalam pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan 
sengketa waris, Pengadilan Agama telah menjalankan dan sesuai 
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 
Tahun 2016. 
2. Pelaksanaan mediasi hakim di pengadilan Agama Sukoharjo sudah 
maksimal tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penghambat 
berhasilnya mediasi yakni: 
a. Karakter Para Pihak 
b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat mengenai Pembagian warisan 
c. Para Pihak tidak menginginkan proses Mediasi 
d. Salah satu pihak tidak mau dimediasi 
e. Salah satu pihak tidak menghadiri persidangan. 
3. Dari segi keefektifan, mediasi dalam sengketa waris di pengadilan 
Agama Sukoharjo bisa dikatakan belum efektif dari segi faktor 
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hukumnya sendiri, Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang). Faktor 
penegak hukum,Faktor sarana. Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan. 
B.  Saran-saran 
1. Agar mediasi berjalan dengan baik dan efektif hendaknya pengadilan 
Agama Sukoharjo memperbaiki beberapa hal ; 
a. Mediator sebaiknya memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh MA 
b. Menambah fasilitas ruangan Mediasi 
2. Agar tingkat keberhasilan mediasi meningkat maka hakim mediator 
hendaknya lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. 
3. Pengadilan Agama Sukoharjo hendaknya mencari solusi dalam 
menanggulangi faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan 
dengan baik.yakni Lebih meningkatkan kualitas hakim mediator 
dengan adanya sertifikat mediator untuk Hakim Mediator yang 
diperoleh melalui Mahkamah Agung. 
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